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ABSTRAK  bahwa adanya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan 
perubahan personalia pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; bahwa sehubungan dengan 
adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang 
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Minahasa Selatan nomor 5 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2023. 

  Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah: 

  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refermasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 441); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 



Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota; Keputusan 
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Utara Tahun 2022. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 8 TAHUN 2024 

diatur tentang : 

  Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi 
Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2023 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak 

tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024. 

- Lampiran 6 Lembar 

 

 


